 LAPORAN PENYELENGGARAAN 

PENANGANAN  KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU 

Oleh : Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah

Selaku Ketua Tim Teknis Badan Pengembangan KAPET

1. Latar Belakang
a. Pendekatan KAPET sebagai prime mover percepatan pembangunan di wilayah propinsi dan khususnya KTI, disusun dan dirumuskan dengan:

· bertumpu pada prakarsa daerah dan masyarakatnya,

· berdasarkan sumberdaya yang dimiliki kawasan,

· memiliki posisi ke akses pasar regional maupun internasional,

· memiliki sektor-sektor unggulan,

· memberi pengaruh pada pertumbuhan wilayah sekitarnya.

b. Penetapan KAPET dilakukan pemerintah melalui Keppres No. 89/1996 yang disempurnakan dengan Keppres No. 9/1998, dan selanjutnya disempurnakan kembali dengan Keppres No. 150/2000 yang menetapkan  Ketua Badan Pengelola KAPET (BP KAPET) adalah Gubernur.

c. Di tingkat pusat dibentuk Badan Pengembangan KAPET yang diketuai Menko Perekonomian, dengan tugas antara lain :

· Memberi usulan kepada presiden untuk penetapan KAPET,

· Menyiapkan kebijakan pengembangan KAPET secara nasional,

· Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pembangunan di KAPET.

d. Dalam pelaksanaannya, Badan Pengembangan KAPET dibantu oleh Tim Teknis yang diketuai oleh Menteri Kimpraswil untuk melakukan dukungan nyata.

e. Untuk memperkuat peran KAPET dilakukan pembinaan dan pemberian bantuan teknis dalam bentuk penyediaan biaya operasionalisasi Badan Pengelola KAPET, yang pada saatnya nanti diharapkan dapat mencapai kemandirian dan siap menjadi suatu badan usaha (Corporate Unit).
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2.   Progres Pembinaan Penanganan KAPET

a. Telah dilaksanakan evaluasi keberadaan KAPET di daerah.

b. Serah terima pengelolaan 12 KAPET dari Menteri terkait kepada masing-masing Gubernur, sehingga pembinaan dapat dilakukan oleh seluruh Menteri terkait yang duduk dalam Badan Pengembangan KAPET.

c. Fasilitasi pengembangan masing-masing KAPET secara individual,

d. Konsultasi Badan Pengelola KAPET (BP KAPET) dengan Tim Teknis guna menjaring dukungan fasilitasi sektor terkait yang diperlukan oleh BP KAPET.

e. Evaluasi peran dan pengelolaan KAPET sebagai upaya mengidentifikasi permasalahan dan penyiapan kebijakan percepatan pengembangan KAPET, yang telah disampaikan pada Rapat Terbatas DP KTI bulan Juni 2001.

f. Untuk mendukung operasionaliasi BP KAPET telah dianggarkan pada tahun 2001 dana sebesar Rp. 29.891 milyar, untuk Pembinaan Manajemen, Promosi Peluang Investasi, Pengembangan SDM, Perencanaan dll.

g. BP KAPET telah melakukan serangkaian kegiatan promosi investasi (temu bisnis) baik di dalam negeri maupun luar negeri, yang hasilnya a.l.:

· BP Kapet Pare-Pare telah menandatangani MoU dengan Dewan Perniagaan Bumi Putera Tawau dan Dewan Perniagaan Cina Tawau. 

· BP KAPET Manado-Bitung bersama Pemda Sulut telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan PT. Djakarta Lloyd, Kadinda Sulut dan PT. Pesero Pelindo IV untuk membuka pelayaran laut Bitung - Singapura.

· BP KAPET Biak telah mengadakan temu bisnis yang diikuti dengan kunjungan misi dagang China ke Biak untuk penjajakan kerjasama di bidang pertambangan dan perikanan.

3. Peran Lembaga-Lembaga Yang Berkaitan dengan Pengembangan KAPET.

a. Badan Pengembangan KAPET fokus pada fasilitasi pengembangan kawasan yang sebagian besar berada di KTI.

b. Dewan Pengembangan KTI dan Kantor Menmud PPKTI fokus pada koordinasi kebijakan umum untuk percepatan pembangunan KTI.

c. Tim Koordinasi Kerjasama Ekonomi Sub Regional dalam Forum IMT-GT, IMS-GT, BIMP-EAGA dan AIDA fokus pada pengembangan pemasaran dan investasi dalam rangka kerjasama regional dengan negara-negara tetangga.

d. Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN), fokus pada koordinasi keterpaduan penataan ruang yang menjadi acuan pengembangan kawasan.

e. Instansi-Instansi Teknis di Pusat untuk koordinasi lintas sektoral dalam rangka menginventarisir dukungan sektor terkait guna percepatan pembangunan KAPET.  

4. Peran Tim Teknis Badan Pengembangan KAPET

a. Tim Teknis Badan Pengembangan KAPET dibentuk dengan SK Menko Perekonomian No. KEP.19/M.EKON/04/2001, untuk mendukung secara aktif pengembangan KAPET dengan memberikan masukan kepada Badan Pengembangan KAPET sebagai Policy Maker.

b. Tugas Tim Teknis adalah untuk membahas secara rutin antara lain:

· Dukungan sektor bagi percepatan pengembangan KAPET

· Pembahasan usulan daerah menyangkut perluasan cakupan wilayah KAPET maupun penambahan lokasi KAPET baru, termasuk penyiapan landasan hukum untuk masing-masing KAPET.

· Kajian kebutuhan insentif fiskal dan non fiskal bagi KAPET.

· Koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kegiatan KAPET dll.

5. Hasil Konsultasi KAPET dengan Tim Teknis. 

a. Pengembangan kegiatan usaha di KAPET disarankan dapat memberikan peluang yang besar untuk UKM serta mempertimbangkan budaya setempat.

b. BP KAPET meminta untuk diberlakukan kembali insentif fiskal khususnya di KTI ( pasal 4 dan 5 Keppres No. 9 tahun 1998).

c. BP KAPET diharapkan dapat memelopori peningkatan insentif non-fiskal seperti pelayanan satu atap, insentif tarif telekomunikasi, penyediaan prasarana dan sarana untuk kegiatan usaha dan sebagainya.

d. Perlu mengkaji “Open Sky Policy” dalam konstelasi KTI dan Kerjasama Ekonomi Sub Regional (KESR). 

e. Perlu memanfaatkan forum KESR dan forum internasional lainnya untuk ajang promosi bersama oleh KAPET.

f. Tim Teknis perlu melakukan kajian yang lebih rinci terhadap kebutuhan perubahan dan perluasan cakupan wilayah KAPET serta menyiapkan Rancangan Perundang-undangannya.  

g. Disepakati dukungan sektor terkait untuk tahun 2001, menyangkut prosedur perijinan, insentif non-fiskal, serta prasarana dan sarana di bidang jalan, irigasi, air baku dan air bersih, kelistrikan, telekomunikasi, perhubungan, pertanian dan perkebunan, kelautan dan perikanan, kehutanan, pariwisata, industri serta sektor-sektor terkait lainnya.

6. Hasil Rapat Terbatas DP-KTI (29 Juni 2001). 

a. Sesuai hasil evaluasi pengelolaan KAPET, perlu adanya peninjauan kembali terhadap prioritas unggulan KAPET dan pemberian insentif fiskal di KTI.

b. KAPET dapat berhasil bila dikelola secara profesional, dengan konsekwensi sistem penggajian perlu disesuaikan secara profesional pula.

c. Khusus untuk KAPET Sabang perlu penggabungan antara Badan Pengelola KAPET dengan Badan Pengelola Kawasan Sabang.

d. Perlu dilakukan penilaian oleh Badan Pengembangan KAPET untuk usulan KAPET baru yaitu; Kapet Timor Barat di NTT, Kapet Sorong di Irja, dan Kapet Gorontalo di Gorontalo, termasuk pula usulan perluasan cakupan wilayah Kapet Bima di NTB, Kapet Mbay di NTT, Kapet Sanggau di Kalbar, Kapet Bukari di Sultra dan Kapet Batui di Sulteng.

e. Arahan Ibu Wakil Presiden RI ; 

· Menkimpraswil agar berkoordinasi dengan DP-KTI dalam pengelolaan KAPET dan KESR.

· Menmud UPPKTI ditugaskan untuk merevitalisasi Konsep Pengem-bangan KTI dengan prinsip kesatuan NKRI.

7. Permasalahan Pengembangan KAPET. 

a. Disamping pemberian insentif non-fiskal, masih dirasakan perlu pemberian insentif fiskal untuk meningkatkan daya tarik investasi di KAPET dan KTI khususnya.

b. Masih belum terfokusnya prioritas sektor unggulan di beberapa KAPET, akibat kurang tajamnya kajian dalam pemilihan lokasi  KAPET, sehingga kawasan yang kurang potensial tersebut belum mampu dikembangkan dengan dana yang terbatas. 

c. Masih lemahnya koordinasi dan dukungan dari instansi teknis di daerah dalam pengembangan KAPET, sehingga ketergantungannya kepada pemerintah Pusat masih sangat besar.

d. Masih belum efektifnya pemanfaatan forum-forum Kerjasama Ekonomi Sub Regional maupun forum-forum internasional lainnya untuk pemasaran dan promosi peluang investasi KAPET.

8. Langkah Tindak Lanjut. 

a. Perlu dilakukan kajian ulang PP No. 147/2000 tentang Perlakuan Perpajakan di KAPET dengan mengacu kepada fasilitas perpajakan yang lebih berpihak kepada KTI, seperti diatur dalam Pasal 16B UU No. 18/2000 tentang PPn dan PPnBM dan Pasal 31A UU No. 17/2000 tentang PPh yang memungkinkan untuk memberikan berbagai fasilitas perpajakan kepada daerah tertentu.  Disarankan untuk KTI dapat ditetapkan sebagai Kawasan Tertentu dengan Keppres.

b. Perlu adanya peninjauan kembali cakupan wilayah dan prioritas sektor unggulan KAPET serta peningkatan pemberian insentif non-fiskal seperti pelayanan satu atap, keringanan tarif telkom, penyediaan parasarana dan sarana serta kemudahan lainnya. 

c. Perlu peningkatan sinergi kerjasama antar KAPET untuk memanfaatkan fasilitas dan aksesibilitas ke pemasaran regional maupun internasional.

d. Perlu dilakukan penyesuaian keberadaan dan legalitas KAPET di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah agar dapat meningkatkan koordinasi dan dukungan dari intansi di daerah.

e. Untuk menganitisipasi permasalahan spesifik yang ada di KAPET perlu dilakukan hal-hal sbb:

· Untuk menunjang efektifitas pelayaran laut Bitung-Singapura perlu dilakukan upaya mencari MLO (Main Line Operator)  yang memiliki akses Bitung-Singapura, serta upaya sosialisasi kepada para Eksportir di wilayah sekitarnya.

· Untuk mewujudkan jalur pelayaran langsung Pare-Pare – Tawau perlu dukungan dari instansi terkait, khususnya yang menyangkut pemberian bebas fiskal dan kemudahan keimigrasian.
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